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PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR PM 19 TAHUN 2020 

TENTANG 

PENYELENGGARAAN TIKET ANGKUTAN PENYEBERANGAN  

SECARA ELEKTRONIK 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan keselamatan dan kualitas 

angkutan penyeberangan yang berdaya saing global serta 

meningkatkan jasa pelayanan dalam pemesanan tiket 

kepada pengguna jasa yang efisien, efektif, dan cepat, 

perlu dukungan pelayanan yang berbasis elektronik; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Tiket 

Angkutan Penyeberangan secara Elektronik;  

 

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

www.peraturan.go.id



2020, No. 412 -2- 

3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 75); 

4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203); 

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 

2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 1756); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG 

PENYELENGGARAAN TIKET ANGKUTAN PENYEBERANGAN 

SECARA ELEKTRONIK. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang 

berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan 

jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang 

dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang 

dan kendaraan beserta muatannya. 

2. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan 

Usaha Milik Daerah, atau Badan Hukum Indonesia. 

3. Badan Usaha Pelabuhan adalah Badan Usaha yang 

kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan 

terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya.   

4. Tiket adalah suatu dokumen perjalanan yang 

dikeluarkan oleh Badan Usaha atau pihak lain yang 

ditunjuk Badan Usaha yang berisi pelabuhan asal dan 

tujuan, tanggal, harga serta data penumpang yang 

digunakan untuk melakukan perjalanan, baik dalam 

bentuk tiket elektronik.  
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5. Pas Naik (Boarding Pass) adalah kartu yang 

membenarkan seseorang atau kendaraan untuk naik  ke 

atas kapal. 

6. Balai Pengelola Transportasi Darat yang selanjutnya 

disingkat BPTD adalah unit pelaksana teknis di 

lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di 

bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal. 

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat 

UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas yang 

mempunyai tugas melaksanakan Angkutan 

Penyeberangan. 

8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan 

Darat. 

 

BAB II 

PENYELENGGARAAN TIKET ELEKTRONIK 

 

Pasal 2 

(1) Penyelenggara tiket elektronik Angkutan Penyeberangan 

dilaksanakan oleh: 

a. penyelenggara pelabuhan; atau 

b. Badan Usaha Pelabuhan. 

(2) Penyelenggara pelabuhan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a terdiri atas BPTD dan UPTD. 

(3) Penyelenggara tiket elektronik sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) menetapkan standar operasional prosedur 

dalam penyelenggaraan tiket elektronik.   

 

Pasal 3 

(1) Penyelenggara tiket elektronik sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 dapat bekerjasama dengan pihak lain. 

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

berpedoman pada standar operasional prosedur dari 

penyelenggara tiket elektronik. 

(3) Pihak lain yang bekerjasama dengan penyelenggara tiket 

elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  harus 
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menyiapkan sistem elektronik yang terintegrasi dengan 

penyelenggara tiket elektronik. 

 

Pasal 4 

(1) Penyelenggara tiket elektronik harus memberikan 

informasi perjalanan kepada pengguna jasa.  

(2) Informasi perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) meliputi: 

a. lintasan dan jadwal kapal Angkutan Penyeberangan;  

b. tarif sesuai dengan jenis dan golongan; dan 

c. nama kapal. 

 

Pasal 5 

(1) Tiket elektronik Angkutan Penyeberangan dapat dipesan 

melalui: 

a. aplikasi berbasis teknologi informasi atau situs web; 

b. tempat penjualan Tiket yang menyediakan sistem 

elektronik; atau 

c. mesin penjualan Tiket mandiri.   

(2) Pemesanan tiket elektronik sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dipesan paling lambat 2 (dua) jam sebelum 

jadwal keberangkatan. 

(3) Dalam melakukan pemesanan Tiket sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), pengguna jasa untuk 

penumpang pejalan kaki harus mengisi data paling 

sedikit: 

a. nama; 

b. jenis kelamin;  

c. usia; 

d. alamat domisili; 

e. nomor kartu identitas, surat izin mengemudi, atau 

paspor; dan 

f. nomor telepon. 

(4) Dalam melakukan pemesanan Tiket sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), pengguna jasa untuk 

penumpang pada kendaraan harus mengisi data paling 

sedikit: 
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